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A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke huruf Latin dapat dilihat

pada tabel berikut:

1. Konsonan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN
SINGKATAN

Aksara Arab Aksara Latin

Simbol Nama (bunyi) | Simbol Nama (bunyi)

f Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Tsa S es dengan titik di atas

d Ja J Je

d Ha H ha dengan titik di bawah

d Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Dzal Z Zet dengan titik di atas

J Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

U Syin Sy es dan ye
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ol Sad S es dengan titik di bawah

ol Dad d de dengan titik di bawah
b Ta T te dengan titik di bawah

b Za z zet dengan titik di bawah
I ‘Ain ‘ Apostrof terbalik

& Ga G Ge

o Fa F Ef

d Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

¢ Nun N En

3 Waw W We

° Ha H Ha

s Hamzah ‘ Apostrof

7] Ya Y Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
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Aksara Arab Aksara Latin

Simbol Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
[ Fathah A A

) Kasrah I I

\ Dhammah U U

Vokal rangkap bahasa-Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
& Fathah dan ya Ai adani
K Kasrah dan waw | Au adanu
Contoh :
s : kaifa BUKAN kayfa
Jds : haula BUKAN hawla

3. Penulisan Alif Lam
Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan hurufd' (alif lam

ma arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf
syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contohnya:

Gusll :al-syamsu  (bukan: asy-syamsu)

433 :al-zalzalah  (bukan: az-zalzalah)

ALEN - al-falsalah



SU o al-biladu
4. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab Aksara Latin
Harakat huruf Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
PR Fathah dan alif, | 4 a dan garis di atas

fathah dan waw

S Kasrah dan ya 1 I dan garis di atas

3

SO Dhammah danya | U u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti
huruf v yang terbalik, sehingga menjadi &, 1, 0. Model ini sudah dibakukan dalam

font semua system operasi.

Contoh:
ala : mata
=y rama
&3 yamQtu

5. Tamarbitah

Transliterasi untuk ta marbdtah ada dua, yaitu: ta marbdtah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan ta marbdtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbdtah diikuti oleh kata



yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbdtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Jabyi i3 : raudah al-asfal
ALalal) dali : al-madanah al-fadilah
1&STi - al-hikmah

6. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (&), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
85 :rabbana
s : najjadna
I ral-haqq
&l - al-hajj
Azl nu'ima
e : “aduwwun

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (:-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().
Contoh:
e : “Ali (bukan ‘aliyyatau ‘Aly)

=52 @ ‘Arasi (bukan ‘arasiyyatau ‘Araby)
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7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contohnya:

03545 ta muriina

¢ 3l s al-nau’
Bl :syai’un
&l umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Hadits, Sunnah,
khusus dan umum. Namun, bila Kkata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam
penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an,
dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian

dariteks Arab.
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Contoh:
Fi al-Qur’an al-Karim
Al-Sunnah gabl al-tadwin
9. Lafz al-jalalah(a)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mugéfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.Contoh:

4 Siadinullah 44 billah

Adapun ta marbdtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf (t).Contoh:
4435426 hum firahmatillah
10. Huruf Kapital

Walaupun dalam system alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan.
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B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

Swi., = subhdnahuwata’dla
Saw., = sallallahu ‘alaihiwasallam
as = ‘alaihi al-salam

ahun (untuk orang yang masi

Woafat tahun

Qur’an Surah
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ABSTRAK

Salfiani, 2021. “Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS Kabupaten Luwu”.
Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh
Hendra Safri.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS.
Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis laporan keuangan BAZNAS
Kebupaten Luwu telah sesuai dengan PSAK No. 109; Untuk mengetahui
bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan BAZNAS
Kabupaten-Luwu. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif
deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dalam
menganalisa fenomena atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan,
persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hasil dari
penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi zakat dan
infak/sedekah dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan pada
BAZNAS Kabupaten Luwu belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat dan
infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK No0.109 karena perlakuan akuntansi
zakat dan infak/sedekah dalam penyajiannya masih menerapkan metode Single
Entry yakni daftar transaksi zakat dan infak/sedekah yang mempengaruhi akun
kas, dimana penerimaan dana zakat dicacat sebagai kas masuk sedangkan
penyaluran dana zakat dicatat sebagai kas keluar. Sedangkan sisanya dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: PSAK No.109, Zakat, BAZNAS, Laporan Keuangan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pencatatan akuntansi pertama kali ditemukan pada tahun 1494 oleh
Lucas Pacioli, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Awal pencatatan
dimulai dari adanya dua kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan
pada saat.itu. Menurut etimologi syari’at (istilah), zakat adalah sejumlah harta
yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan
diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Didalam Al-qur’an

Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat.*

Meskipun sebenarnya Al-qur’an menjelaskan bahwa zakat merupakan ajaran
universal semua agama samawi, yang dimulai dari lbrahim a.s (Surat Al-Anbiya:
73), Ismail a.s (Surat Maryam: 55, Musa a.s (Al-a’raf: 156), Isa a.s (Maryam: 31)
dan Muhammad SAW (Al-Bagarah: 2+5). Zakat dipungut dari muslim yang kaya,
kemudian digunakan oleh muslim yang fakir. Allah SWT juga mengatur lebih
rinci siapa saja yang berhak menerima zakat sebagaimana tertera dalam Al-qur’an.
Zakat dan shalat merupakan salah satu lambang ajaran Islam, sebagaimana firman

Allah.

! Agung Parmono, Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, (Institut
Agama Islam Negeri Jember) diakses 11 april 2017.



Q.S AL-bayyinah ayat 05:

v oo =48 o
| |

15505 sylall Tyaaty e AT 4 eale A7 1,250 Y1 Ty

Terjemahan:

“Pada hal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas
mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar
melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; Dan demikian itulah agama
yang luriis (benar).” (OS. AL-Bayyinah:05)*

Menurut bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yakni. al-barakah
(keberkahan), an-nama (pertumbuhan dan perkembagan), dan at-taharah
(kesucian). Sedangkan menurut istilah figih berarti sejumlah harta tertentu yang
diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Secara
ekonomi, potensi zakat di Negara-negara Islam menurut studi Monzer Kahf
(1989) adalah berkisar diantara 1,8-4,34 % dari total PDB masing-masing. Jika
dilakukan saat ini, dengan total PDB yang ada, maka potensi zakat dunia Islam
mencapai angka tidak kurang dari USD 600 miliar setiap tahunnya, atau sekitar
Rp 7.200 triliun dengan asumsi kurs USD 1 = Rp 12 ribu.> Dalam Undang-
Undang RI No. 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang
wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada

yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam.*

2 Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007), 598

* Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi pertama
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182

* Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,
pasal 1



Dengan adanya zakat dapat menciptakan pemerataan dan keadilan bagi
masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karena
itu zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah saja tapi juga dimensi sosial.
Maka perlu mendirikan baitul zakat atau tempat pengumpulan zakat untuk
mendirikan takaful (badan yang bertugas untuk membantu masyarakat yang
kesulitan) dan juga saham guna mewujudkan keadilan masyarakat, serta

memecahkan permasalahan krisis ekonomi dalam kemasyarakatan.

Agar dapat mencapal tujuan dari zakat tersebut, maka perlu adanya
pengelolaan zakat secara profesional seperti amil. Amil adalah orang atau lembaga
yang berfungsi sebagai penghubung antara wajib zakat (muzakki) dan yang berhak
menerima zakat (mustahik). Lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan,
menjaga, dan menyalurkan zakat. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan
haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat (PSAK 101
tahun 2007 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 71). Unsur dasar
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan
dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang
menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu (paragraf
72). Pengalokasian dana zakat tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan

hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.



Dalam Q.S.At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan siapa saja golongan-

golongan yang berhak menerima zakat.
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Terjemahan:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Muallaf), untuk (Memerdekakan)
hamba sahaya, untuk (Membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan
Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. "5

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk = transparansi dalam
pengelolaannya dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada donatur
atau pengguna laporan keuangan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan laporan
keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Untuk dapat
menghasilkan laporan keuangan yang baik, organisasi pengelola zakat (amilin)
perlu memiliki sistem akuntansi yang baik pula. Sistem akuntansi adalah metode
atau prosedur yang harus diikuti mulai dari pengumpulan, pencatatan data
keuangan dan mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan. Standarisasi
dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi salah satu

permasalahan mendasar yang dihadapi organisasi pengelola zakat (amilin).

> Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: Penerbit Diponegoro. 2007, him
196



Selama ini didalam organisasi pengelola zakat terdapat istilah-istilah yang
tidak begitu jelas dan tidak ditemukan dalam standar akuntasi keuangan yang
telah ada, hal ini lebih dikarenakan ketidak fahaman pengurus atau amil. Sebagai
pedoman untuk menjelaskan kepada organisasi pengelola zakat (amilin),
pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di Indonesia, pengelola dana zakat,
infak, shadagah (ZIS) telah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011

tentang pengelolaan zakat.

Undang-Undang ini mengatur tentang organisasi pengelola zakat yang boleh
beroperasi di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya
disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara
nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga
yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang
selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS
untuk membantu pengumpulan zakat. BAZ/LAZ merupakan lembaga
kepercayaan publik yang sensitif pada isu public trust (kepercayaan publik) dalam

penghimpunan dan penyaluran dana.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi
pengelola zakat, penerapan akuntansi menjadi sangat dibutuhkan. Saat ini, Ikatan
Akuntansi Indonesia (IAl) telah membuat peraturan mengenai sistem pelaporan
standar akuntansi keuangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di

Indonesia. 1Al telah mengeluarkan PSAK 109 Tahun 2008 sebagai pedoman bagi



amil zakat untuk pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Akan
tetapi masih banyak BAZ/LAZ yang belum menggunakan akuntansi zakat,
terutama organisasi amil zakat yang beroprasi dalam lingkup desa/kelurahan dan
mesjid. Pada hal telah dikeluarkan PSAK No0.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan
Infak/Sedekah. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai” “Implementasi PSAK No0.109 pada BAZNAS

Kabupaten Luwu”

B. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan tulisan ini tidak meluas dan tepat sasaran, maka

peneliti akan membatasinya dalam ruang lingkup sebagai berikut :

Analisis penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan BAZNAS
Kabupaten Luwu.
C. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan
BAZNAS Kabupaten Luwu ?
D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini yakni :

Untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan PSAK No. 109 pada

laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu.



E.

Manfaat Penelitian

1.

Bagi BAZNAS : Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan
pemahaman mengenai proses akuntansi zakat dalam laporan
keuangannya.

Bagi Peneliti : Mampu memberikan tambahan pengetahuan
mengenai akuntansi dana zakat dalam mengaplikasikan berbagai teori
yang telah dipelajari serta membantu peneliti dalam menerapkan
praktik akuntansi zakat di dunia kerja.

Bagi fakultas : Sebagai bahan informasi dalam menambah bahan

kajian atau referensi ilmiah untuk penelitian lebih lanjut.



BAB |1
KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Untuk memastikan keaslian penelitian ini, maka peneliti melakukan perbandingan

dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya:

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Syamsinar (2020) dengan judul
“Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No0.109 pada Badan
Amil Zakat Nasional Kota Makassar” yang bertujuan untuk
memahami apakah perlakuan akuntansi sejajar dengan PSAK No. 109
tentang akuntansi zakat.

2.  Penelitian Pandapotan Fuad Yanuar, Yassirly Amriya, dan Nuwun
Priyono yang berjudul (2020) ” Review Laporan Keuangan Baznas
Kabupaten Magelang dengan. PSAK 109", tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah pengakuan dan pengukuran ZIS, dan
penyajian dan pengungkapan BAZNAS sesuai dengan PSAK No. 109.

3. Penelitian Moh Husain Ohoirenan dan Annisa Fithria dengan judul
“Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional
Kota Tual ” tujuannya yakni untuk menganalisis prosedur penyusunan
laporan keuangan BAZNAS Kota Tual.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni terletak

pada kesesuaian laporan keuangan BAZNAS dengan PSAK No. 109 tentang

Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Perbedaan yang relavan pada penelitian



sebelumnya dengan penelitian sekarang, dapat dilihat dari lokasi yang berada di
Kabupaten Luwu, metode penelitian dan hasil dari penelitian.

Pada penelitian sebelumnya yang pertama, Syamsinar menyimpulkan bahwa
Lembaga Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam hal perlakuan akuntansi
sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yaitu mulai dari
karakteristik, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran
zakat, penyajian zakat serta pengungkapan zakat. °

Kedua, Penelitian Fuad Yanuar, Yassirly Amriya, dan. Nuwun Priyono
menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai
dengan PSAK 109 dikarenakan :

a. Pengakuan dan pengukuran zakat BAZNAS Kabupaten Magelang sudah sesuai
dengan PSAK 109.

b. Pengakuan dan pengukuran infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Magelang
belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 1009.

c. Penyajian dan pengungkapan BAZNAS Kabupaten Magelang belum sesuai
dengan PSAK 109.”

Dan penelitian ketiga, Moh Husain Ohoirenan dan Annisa Fithria
menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS
Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109,
pencatatan keuangan zakat menggunakan lima elemen, yakni pengakuan awal,
pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan. Namun, dalam praktiknya,

BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen, yaitu pengakuan awal

® Syamsinar, Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK no. 109 pada Badan Amil Zakat
Nasional Kota Makassar( Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 69

" Fuad Yanuar, etal,. Review Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang dengan PSAK
No0.109 (Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (01), 2020), 174
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dan penyaluran. BAZNAS Kota Tual belum menerapkan pengukuran, penyajian
dan pengungkapan. Selain itu, BAZNAS Kota Tual juga tidak membuat laporan
keuangan yang lengkap, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan
perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan, melainkan hanya laporan secara sederhana, yaitu laporan

penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah.®

B.  Deskripsi Teori

1. Implementasi Akuntansi Zakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Implementasi diartikan sebagai
pelaksanaan atau penerapan sesuatu yang telah direncanakan atau didesain untuk
kemudian dijalankan sepenuhnya. Jadi implementasi akuntansi zakat merupakan
penerapan pencatatan laporan keuangan sebagai informasi dalam pengelolaan
zakat. Kemunculan lembaga keuangan Islam khususnya lembaga pengelolaan
zakat sebagai organisasi yang relatif baru. Para pakar syariah Islam dan akuntansi
harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang
berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional

seperti telah dikenal selama ini.

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat
dalam melayani masyarakat di sekitarnya. Akuntansi juga diartikan, sebagai
bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu

perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu,

8 Moh Husain Ohoirenan, et.al,. “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional
Kota Tual ” AKTSAR (Vol. 3, No. 2, 2020) hal. 148
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sebagai pertanggung jawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan.
Kata zakat semula bermakna: al-thaharah (bersih), al-nama’ (tumbuh,
berkembang), dan al-shalah (kesalehan). Semua makna tersebut telah
dipergunakan dalam Al-Qur’an dan Hadis.disebut zakat karena sesungguhnya ia
menjadi sebab bertambahnya harta di mata Allah ta’ala menggantikannya di dunia

dan pahala di akhirat.’

2. PSAKNo. 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK no. 109 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang disusun
dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, penyajian, pengungkapan, dan
pelaporan keuangan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Pernyataan ini berlaku
bagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Namun,
pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan
menyalurkan zakat, infak, dan sedekah tetapi hal tersebut bukan kegiatan
utamanya.

PSAK 109 dibuat atas kerjasama Forum Zakat (FOZ), lkatan Akuntan
Indonesia (IAl), dan Komisi Fatwa MUI. PSAK 109 sebelumnya berbentuk
Exposure Draft PSAK 109 yang diperkenalkan sejak tahun 2008. Setelah
disosialisasikan dan mendapat berbagai masukan, PSAK 109 disahkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010 dan mulai berlaku
efektif pada 1 Januari 2012. PSAK 109 wajib diterapkan oleh amil zakat yang
telah memenuhi kriteria dan memiliki izin dari pemerintah. Untuk amil zakat yang

tidak memiliki izin regulator juga dapat menerapkan PSAK 109 ini.

% Gus Arifin, Keutamaan Zakat, Infak Sedekah, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo,
2016), 3
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Ketentuan Pengakuan dan Pengukuran

Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau nonkas diterima. Zakat yang
diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar
jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan diakui sebesar nilai
wajar jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan.nilali wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga
pasar. Namun jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan
metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
Apabila muzakki menentukan mustahiq yang menerima zakat, maka
amil tidak berhak atas bagian zakat tersebut. Namun, amil memperoleh
ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah tersebut diakui sebagai
penambah dana amil.

Untuk penurunan nilai aset zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat
jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Namun, jika penurunan nilai
aset zakat tersebut terjadi karena kelalaian amil, maka diakui sebagai
kerugian atau pengurang dana amil.

Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai
pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan apabila dana
bentuk kas dan sebesar jumlah tercatat apabila dalam bentuk aset
nonkas.

Amil berhak mengambil bagian dana dari zakat untuk menutup biaya

operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan
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prinsip syariah dan tatakelola organisasi yang baik. Beban
penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah
dana amil.

Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima
olen mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil
lain namun-belum diterima mustahik nonamil belum termasuk zakat
yang sudah tersalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil
bagian dari dana zakat, namun boleh menerima ujrah dari amil pertama.
Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap diakui
sebagai penyaluran zakat seluruhnya apabila dikelola pihak lain yang
tidak dikendalikan amil. Namun, apabila aset tersebut dikelola oleh
amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, pengakuannya dilakukan
secara bertahap. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan
aset tetap tersebut dengan pola pemanfaatannya.

Infak dan Sedekah

Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana
infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan
pemberiannya. Dana tersebut diakui sebagai jumlah yang diterima jika
dalam bentuk kas dan diakui sebagai nilai wajar jika dalam bentuk
nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan
harga pasar, jika tidak tersedia, metode penentuan nilai wajar

menggunakan metode lainnya sesuai SAK yang berlaku.
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Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset
nonkas dapat berupa aset lancar maupun tidak lancar.

Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh
amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset
tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan aset tersebut diperlakukan
sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaannya
sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula untuk menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh
pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset
lancar. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehannya, sedangkan
aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajarnya sesuai SAK yang
relevan.

Untuk penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar, diakui sebagai
pengurang dana infak/sedekah jika bukan disebabkan amil. Namun
akan menjadi pengurang dana amil apabila penurunan nilai aset tersebut
disebabkan oleh amil.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka
waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana
pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana
infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas.

Apabila dalam bentuk nonkas diakui sebagai nilai tercatat.
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Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai
penambah dana amil.

Penentuan persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah
ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan
etika.

Penyaluran infak/sedekah oleh -amil kepada amil lain merupakan
penyaluran-yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan
menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana
bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak
mengurangi dana infak/sedekah.

Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil

secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

C.

1)

Pengungkapan
Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat

(namun tidak terbatas pada poin poin yang dijabarkan) :

a)

b)

Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas
penyaluran zakat dan mustahig nonamil.
Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahig nonamil seperti

persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
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Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat
berupa aset nonkas.

Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahig.
Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih
dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil.
Jumlah dan persentase penyaluran dana zakat atas aset kelolaan tersebut
harus diungkapkan dan juga disertakan alasannya.

Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan. mustahiq yang
meliputi: sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta
persentase aset yang disalurkan tersebut terhadap total penyaluran zakat
keseluruhan selama periode.

Infak dan Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak dan

sedekah (namun tidak terbatas hanya pada poin-poin yang dijabarkan) :

a)

b)

d)

Kebijakan penyaluran infak dan sedekah, seperti penentuan skala
prioritas penyaluran infak dan sedekah serta penerima infak dan
sedekah.

Kebijakan penyaluran infak dan sedekah untuk amil dan nonamil,
seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak
dan sedekah berupa aset nonkas.

Keberadaan dana infak dan sedekah yang tidak langsung disalurkan

tetapi dikelola terlebih dahulu. Jumlah dan persentase penyaluran dana
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infak dan sedekah atas aset kelolaan tersebut harus diungkapkan dan
juga disertai alasannya.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana infak dan sedekah
diungkapkan secara terpisah.

Penggunaan dana infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika
ada, diungkapkan jumlah dan_ persentasenya terhadap seluruh
penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.

Rincian dana infak dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan
tidak terikat.

Hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan penerima infak
dan sedekah yang meliputi: sifat hubungan, jumlah, dan jenis aset yang
disalurkan, serta persentase aset yang disalurkan tersebut terhadap total
penyaluran infak dan sedekah keseluruhan selama periode.

Selain hal-hal tersebut, amil juga harus mengungkapkan keberadaan

dana non halal dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat,

infak, dan sedekah. Untuk dana non halal, amil harus mengungkapkan

bagaimana kebijakan penerimaan dan penyaluran dana tersebut beserta

jumlah dan alasannya.

d.

Akun Dalam Sistem Akuntansi (Tabel Penjurnalan) Lembaga Amil

Zakat

Berikut ini adalah Klasifikasi akun-akun yang dipakai oleh lembaga

amil zakat, untuk dana zakat, infak atau dana yang terbatas dan untuk dana

yang tidak terbatas atau dana sedekah.
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Tabel 2.1 Klasifikasi Akun untuk Dana Zakat dan Infaq

AKTIVA LANCAR SALDO DANA ZAKAT
Kas dan Bank Infaq

Persediaan barang Zakat untuk Pihak Tertentu
Biaya dibayar dimuka Zakat Lainnya

Perlengkapan kantor Transfer dari Dana Shadagah untuk

umum
AKTIVA TETAP PENGELUARAN
Tanah Fakir dan Miskin
Bangunan Gaji dan Upah
Aktiva Tetap Lainnya Muallaf
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN Membebaskan Budak
Hutang Dagang Ghorimin
Biaya-Biaya yang Belum Dibayar Fi sabilillah (berjalan dijalan Allah)

Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Ibnu Sabil
Hutang Jangka Pendek yang Lainnya Biaya Administrasi
Hutang Jangka Panjang Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tujuan Khusus (Bea Siswa, Masjid,
dan sebagainya)

Sumber: Anis Basalamah, Akuntansi Zakat, Infag dan Shadagah, Pembukuan dan
Pelaporannya, 1995.
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e.  Laporan Keuangan Amil

Sistem akuntansi dan pelaporan pada BAZNAZ dapat dibagi menjadi
dua bagian yakni: Dana terbatas (restricted funds) seperti zakat dan infaq,
dan dana tidak terbatas (unrestricted funds) seperti sedekah. meskipun
demikian, sebagai organisasi pengelola zakat harus menyiapkan satu laporan
keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan
laporan keuangan kedua dana tersebut. Laporan keuangan Amil menurut
PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan
Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana
untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana yaitu dana
zakat dan dana sedekah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan,
dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi
laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan
organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-
kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang
bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan

tersebut.

1) Neraca atau laporan posisi keuangan (Balance sheet or statement of
financial position) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas

yang menunjukkan posisi keuangan suatu akhir dari periode akuntansi
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tertentu. laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan saldo dana. Untuk
penyajian aset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi
keuangan institusi lainnya, namun istilah modal diganti dengan saldo
dana. Pengelompokan dana yakni; Dana zakat dan infak/sedekah adalah
bagian non amil atas penerimaan zakat dan infak/sedekah, Dana amil
adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain
yang diperuntukkan bagi amil yang digunakan untuk pengelolaan amil,
dan Dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak
sesual dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau
bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada
umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak
diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
Penerimaan non halal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari
dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan

sesuai dengan syariah.


http://manajemenkeuangan.net/ingin-mewujudkan-mimpi-anda-inilah-perempuan-cerdas-nan-anggun-yang-bisa-membantu-mewujudkannya/
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Tabel 2.2 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ “XXX” untuk Periode yang
Berahir 31 DESEMBER 2XX2

Ket. Rp Ket. Rp
Aset Kewajiban
Aset Lancar Kewajiban Jangka Pendek
Kas dan Setara Kas Xxx  Biaya yang Masih Harus dibayar —Xxx
Instrumen Keuangan Xxx Kewajiban Jangka Panjang XXX
Piutang Xxx Imbalan Kerja Jangka Panjang XXX
Aset tidak Lancar XXX
Aset Tetap Xxx Jumlah Kewajiban XXX
Akumulasi penyusutan  (xxx) Saldo Dana XXX
Dana Zakat XXX
Dana Infag/Shadagah XXX
Dana Amil XXX
Dana Non halal
Jumlah Dana
Jumlah Aset Xxx Jumlah Kewajiban Saldo Dana XXX

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan lkatan Akuntan Indonesia (1Al) PSAK No.
109 tentang Akuntansi zakat dan infak/sedekah, 2008.
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2) Laporan perubahan dana perannya sama dengan Laporan Perubahan
Ekuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini
menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat,
dana infak/sedekah, dan dana nonhalal serta penerimaan dan

penggunaan dana amil. Khusus untuk penyaluran dana zakat disajikan

secara terpisah u masing mustahiq sesuai ketentuan

syariah.
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Tabel 2.3 Laporan Perubahan Dana BAZ “XXX” Untuk Periode yang Berakhir

31 Desember 2XX2

Ket. Rp
DANA ZAKAT
Penerimaan
Penerimaan dari Muzzaki
Muzakki Entitas XXX
Muzakki Individual XXX
Hasil Penempatan XXX
Jumlah Penerimaan Dana Zakat XXX
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat XXX
Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil XXX
Penyaluran
Fakir-Miskin (xxx)
Rigab (xxx)
Gharim (xxx)
Muallaf (xxx)
Sabilillah (xxx)
Ibnu Sabil XXX
Jumlah Penyaluran Dana Zakat (xxx)
Surplus (Defisit) (xxx)
Saldo Awal XXX
Saldo Akhir (xxx)
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Ket. Rp

DANA INFAQ/SHADAQAH

Penerimaan

Infag/Shadaqgah terikat XXX
Infag/Shadaqgah tidak terikat XXX
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infag/Shadagah XXX
Hasil Pengelolaan XXX
Jumlah Penerimaan Dana Infag/Shadagah XXX
Penyaluran

Infag/Shadagah terikat (xxx)
Infag/Shadagah tidak terikat (xxx)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan(misalnya beban penyusutan (xxx)
dan penyisihan) (xxx)
Jumlah Penyaluran dana Infak/Sedekah (xxx)
Surplus (defisit) XXX
Saldo Awal (xxx)
Saldo Akhir

DANA AMIL

Penerimaan

Bagian Amil dari Dana Zakat XXX
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah XXX
Penerimaan Lainnya XXX
Jumlah Penerimaan Dana Amil XXX
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Ket. Rp
PENGGUNAAN
Beban Pegawai (xxx)
Beban Penyusutan (xxx)
Beban Umum dan Administrasi-lainnya (xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Amil XXX
Surplus (defisit) XXX
Saldo Awal XXX
Saldo Akhir XXX
DANA NONHALAL
Penerimaan
Bunga Bank XXX
Jasa Giro XXX
Penerimaan nonhalal XXX
Jumlah Penerimaan Dana nonhalal XXX
Peggunaan
Jumlah Penggunaan Dana nonhalal XXX
Surplus (defisit) XXX
Saldo Awal XXX
Saldo Akhir

Jumlah saldo dana zakat, dana infag/shadagah, dan amil dan dan XXX

Nonhalal
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3) Laporan perubahan aset kelolaan, laporan ini menyajikan pengelolaan
aset dari dana infak/sedekah. Penyaluran dana infak/sedekah sifatnya
lebih fleksibel bila dibandingkan dengan dana zakat. Dana zakat
peruntukannya secara syariah telah diatur secara jelas, sedangkan untuk
dana infak/sedekah penyalurannya fleksibel, tidak harus langsung
disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola dulu oleh lembaga
pengelola_agar dana tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih

luas.


http://manajemenkeuangan.net/cara-jitu-mewujudkan-mimpi-anda-melalui-perencanaan-keuangan-yang-apik-dan-tepat/
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Tabel 2.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “XXX” Untuk Periode yang
Berakhir 31 Desember 2XX2

Saldo Penambah Pengur Penyisi Akumulasi Saldo
Awal an angan han penyusutan  Akhir

Dana

infag/sedekah-

aset kelolaan XXX XXX (xXxx) (xxx) - XXX
lancar (missal

piutang bergulir)

Dana

infag/sedekah-

aset kelolaan

tidak lancar XXX XXX (xxx) - (xxx) XXX
(missal rumah

sakit atau

sekolah)

Sumber : IAl, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan lkatan Akuntan
Indonesia, 2008.



28

4) Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi
aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu OPZ selama periode
tertentu. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis
kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas.

5) Catatan atas laporan keuangan adalah catatan pelengkap dan informasi
yang ditambahkan keakhir laporan keuangan untuk pembaca dan
informasi _yang lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan ini
menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur
yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang
bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan
tersebut.

3. Syarat dan Wajib Zakat

Zakat, sebagaimana bentuk ibadah lainnya di dalam Islam, memiliki
persyaratan tertentu di dalam pelaksanaannya. Seseorang wajib untuk
berzakat apabila telah memenuhi seluruh persyaratan, yaitu sebagai berikut:

a. Islam: berarti mereka yang beragama islam baik anak anak atau sudah

dewasa.

b.  Merdeka: artinya mereka yang bukan budak dan memiliki kebebasan

untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.

c.  Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan

zakat dan cukup haul.
Seorang muslim yang telah memenuhi semua persyaratan di atas,

wajib hukumnya untuk membayar zakat. Dalam membayarkan zakat,
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terdapat syarat yang wajib dipenuhi oleh muzaki atas harta kekayaan yang

akan mereka zakatkan. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau

objek zakat adalah sebagai berikut:

a.  Kepemilikan penuh. Maksudnya, penguasaan seseorang terhadap harta
kekayaan sehingga bisa menggunakannya secara khusus. Arti
kepemilikan penuh.disini juga berarti bahwa harta tersebut diperoleh
secara halal. Tidak wajib zakat pada harta haram, yaitu harta yang
diperoleh manusia dengan cara haram

b. Berkembang. Artinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus
harta yang berkembang aktif, atau siap berkembang, yaitu harta yang
lazimnya memberi keuntungan kepada pemilik.

c.  Mencapai nishab Nishab adalah batas minimal yang jika harta sudah
melebihi batas itu, wajib mengeluarkan zakat; jika kurang dari itu,
tidak wajib zakat.

d.  Telah mencapai Haul Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di
tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah sejak
cukup nisab.

e. Bebas dari hutang Dalam menghitung nisab, harta yang akan
dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang. Apabila masih memiliki
utang maka utang tersebut harus disegerakan untuk dibayar dulu
sebelum mengeluarkan zakat.

f. Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah

kebutuhan pokok yang benar-benar diperlukan untuk hidup rutin
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sehari-hari, bukan kebutuhan nonpokok. Kebutuhan ini akan berbeda
untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan, dan jumlah
tanggungan.
4.  Delapan Asnaf Yang Berhak Menerima Zakat
Berdasarkann firman Allah SWT telah berfirman dalam QS 9:60,
maka bisa disebutkan terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak
menerima zakat; yaitu:
a.  Fakir dan Miskin
“Qardawi (2004) mengungkapkan bahwa yang dimaksud fakir adalah
mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam
memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala
kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang
menjadi tanggungannya. Sedangkan kategori miskin adalah mereka yang
mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya
dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.
I Maa i s sde Jduad B3 U lge und Dok e 4 oe
My daglised o daas aple mp Madgld ey 453 aa ) HS3 A0 )
GOl Jade 58 S aagdl i by day dagiliel e
Artinya: “ Hadist dari Abbas r.a Rasulullah SAW menyuruh muad ke
Yaman sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat dari mereka atas
harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang

fakir dari mereka” (HR Bukhari).
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk fakir
miskin adalah:

1) Mereka yang tidak punya harta dan penghasilan sama sekali

2) Mereka yang punya harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi
untuk diri sendiri dan keluarganya, batasannya adalah tidak bisa
memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.

3) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi
separuh atau lebih kebutuhan dirinya sendiri dan tanggungannya tetapi
tidak untuk seluruh kebutuhannya.

b.  Amil Zakat

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan

yang berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat.
Pekerjaan tersebut antara lain mendata orang-orang yang wajib berzakatdan
jenis zakat yang diwajibkan kepadanya, dan besarnya. Kemudian
mengetahui -besarnya para mustahig (penerima zakat), jumlahnya, berapa
kebutuhan mereka, serta besar biaya yang dapat mencukupi mereka. Selain
itu hal-hal lain yang perlu ditangani seperti masalah administrasi dan
pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat.

c.  Mualaf

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau
keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat
mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka

dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh (Qardawi, 2004)
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d.  Orang yang belum merdeka (Rigab)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya,
berhak mendapat kan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih
luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan
diperlakukan tidak manusiawi.

e.  Orang yang berhutang (Gharimin)

Menurut Imam Maliki, Syafi’i dan Hambali dalam Qardawi (2004),
orang-yang memiliki utang terbagi kedalam dua golongan, yaitu:

1) Orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan dirinya sendiri,
Seperti orang yang mengalami bencana baik banjir, hartanya terbakar
dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.

2) Orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan masyarakat;
Seperti orang yang berutang untuk meramaikan masjid, membebaskan
tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun
ia kaya; jika ia hanya memiliki benda tidak bergerak dan tidak memiliki
uang.

f.  Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah)

Fi sabilillah adalah orang yang melakukan kegiatan di jalan Allah
SWT, termasuk semua perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun
kemasyarakatan seperti berperang atau menuntut ilmu.

g.  Orang yang melakukan perjalanan menuju Allah (Ibnu Sabil)

Dijelaskan dalam Nurhayati dan Wasilah (2009), Ibnu Sabil

merupakan musafir (baik kaya ataupun miskin) yang melakukan perjalanan
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menuju jalan Allah SWT. Yang termasuk kedalam golongan Ibnu Sabil

adalah seseorag yang bepergian untuk mencari rezeki, menuntuk ilmu,

beribadah, atau berperang di jalan Allah SWT.

Dalam menyalurkan dana zakat, OPZ harus menyalurkannya kepada
delapan asnaf yang berhak menerima dana zakat seperti yang telah
disebutkan dalam Al Quran. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU
No 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang penerima zakat. MUI
memperkuat dengan menerbitkan fatwa MUI No 15 Tahun 2011 yang
mengatur tentang penarikan dan penyaluran zakat. Oleh karena itu, dengan
adanya aturan yang ketat mengenai golongan penerima zakat, OPZ harus
taat dan berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya agar penerimanya
tergolong dari delapan asnaf tersebut.

5. Syarat BAZNAS
Syarat BAZNAS Qardawi (2004) menjelaskan beberapa syarat yang

harus dipenuhi oleh BAZNAS atau amil zakat. Persyaratan tersebut

diantaranya adalah :

a.  Pengelola zakat harus beragama Islam. Keharusan beragama islam
tersebut terutama untuk posisi yang memiliki kepentingan atau
kewenangan yang signifikan pada BAZNAS. Pengelola zakat boleh
untuk orang yang non-muslim untuk beberapa pekerjaan yang tidak
berkaitan langsung dengan pengelolaan zakat seperti supir atau
satpam. Namun demikian, Qardawi menambahkan beberapa ulama

seperti Ibnu Qudamah beranggapan untuk BAZNAS akan sangat baik
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apabila seluruh pekerjanya adalah muslim. Hal ini didasari pemikiran
bahwa pengelolaan zakat sangat menuntut kejujuran dan sangat
berkaitan dengan kehidupan umat muslim.

Pengelola zakat harus terdiri dari orang orang yang berakal sehat dan
dewasa sesuai dengan ketentuan syariat.

Sikap kejujuran pengelola zakat. BAZNAS akan menangani dana
zakat dan-infak dari publik, sehingga kejujuran dalam bekerja harus
diutamakan dalam pengelolaan zakat.

Pengelola zakat harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai
zakat, mulai dari peraturan, hukum, sampai ketentuan zakat. Hal ini
diharuskan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengumpulan,
pengelolaan, dan pendistribusian zakat oleh pengelola.

BAZNAS harus dapat bekerja secara efisien dan memiliki Kkinerja
yang baik agar target zakat dapat terpenuhi.

Para pengelola zakat tidak boleh dari keturunan Nabi Muhammad
SAW. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad
dan Muslim yang menceritakan suatu kejadian dimana sepupu Nabi
Muhammad SAW bertanya apakah mereka dapat bekerja membagikan
sedekah dan mendapat bayaran dari pekerjaan tersebut seperti yang
lainnya. Atas pertanyaan itu Rasulullah menjawab bahwa hal tersebut
tidak diperbolehkan, sebab sedekah sesungguhnya bukan untuk

Rasulullah SAW dan keluarganya.
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Persyaratan BAZNAS di atas harus dipenuhi oleh semua lembaga
yang kegiatannya menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat. Namun,
selain dari syarat diatas, Fatwa MUI nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil
Zakat juga telah mengatur syarat BAZNAS.

Dalam fatwa tersebut disebutkan syarat amil zakat antara lain :

a.  Muslim

b.  Mukallah (Berakal dan Baligh)

c. Amanah

d.  Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain
yang berkaitan dengan amil zakat.

Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi maka seseorang atau
kelompok orang, baik yang dibentuk oleh pemerintah ataupun masyarakat
dapat menjadi amil zakat atau mendirikan BAZNAS. Namun demikian, UU
nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia
menambahkan beberapa persyaratan tentang pembentukan amil zakat.
Untuk badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, pembentukannya
harus berdasarkan wusulan ‘dari pimpinan sesuai dengan tingkatan
pembentukan, yaitu sebagai berikut:

a.  Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional oleh presiden atas usulan
menteri.
b.  Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi oleh gubernur atas

usulan kepala kantor wilayah departemen agama.
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c.  Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota atau Kabupaten oleh
Walikota atau bupati atas usulan kantor departemen agama kota atau
kabupaten

d.  Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan oleh camat atas
usulan kepala kantor urusan agama kecamatan.

Sedangkan untuk -Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh
masyarakat, pembentukannya harus memenuhi persyaratan lebih lanjut yang
diatur-oleh menteri. Lembaga Amil Zakat bentukan. pemerintah ini
selanjutnya akan dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.°
6. Tugas Amil Zakat

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial dan
salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapat
dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Dengan
lembaga amil zakat kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa
khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat
merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka
ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat
yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling tolong.
Sedangkan secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah

komunitas Negara dalam melangsungkan hidupnya.

10 Engga Estiko Handoko, “Ananlisis penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah (PSAK 109) pada
yayasan dompet dhuafa repunlika” Ul Depok: Laporan magang. 2013. h.13-18
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Dengan uraian diatas maka, zakat dapat membentuk integrasi sosial
yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Sedangkan
sistem pengelolaan LAZ sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam
menciptakan pengelolaan yang baik seperti, memiliki sistem prosedur dan
aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, memiliki
komite penyaluran, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan,

diaudit, publikasi, dan perbaikan terus—menerus:**

Dalam UU No 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tugas pokok
pengelola zakat adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Fatwa MUI No. 8
Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tugas pokok amil zakat adalam
mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan mendayagunakan

zakat.*

a.  Pengumpulan, dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan
penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat
menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta
bantuan BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada
BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada

1 Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah. “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat
(Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang)” VALUE ADDED, Vol. 7, No.2, Maret 2011 — Agustus 2011
http://jurnal.unimus.ac.id h.74

12 Enggar Estiko Handoko. “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Psak 109)
Pada Yayasan Dompet Dhuafa Republika” Enggar Estiko, FE Ul, 2013 h. 15
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setiap muzaki. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada
digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pedistribusian, Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai
dengan syariat Islam. Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas
dengan memperhatikan  prinsip  pemerataan, keadilan, dan
kewilayahan.

Pendayagunaan Zakat dapat didayagunakan untuk. usaha produktif
dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila
kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian
dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan
peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam
pembukuan tersendiri.

Pelaporan, BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
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kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS
diumumkan melalui media cetak atau media elektronik."®
7.  Manfaat Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat Islam
Zakat adalah instrument ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi
yang sangat kuat. Salah satu fungsi zakat ialah sebagai antitesa dari system
perekonomian ribawi artinya, upaya memerangi system riba tidak akan
berjalan dengan baik apabila intitusi zakat tidak dapat dioptimalkan.
“Beberapa manfaat dan hikmah zakat menurut Heri Sudarsono dalam
bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dapat dikemukakan sebagai
berikut :
a.  Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu afa
b.  Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
c. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam
distribusi harta (sosial distribution) dan keseimbangan tanggung jawab
indivindu dalam bermasyarakat
d. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri
atas prinsip- prinsip: ummat wahidan (umat yang satu), musawah
(persamaan derajat), ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam) dan
tafakul ijti'ma (tanggung jawab bersama).
e.  Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa

dan menumbuhkan akhlag mulia dan mengikis sifat bakhil (kikir)

13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,
pasal 21-29

Y Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah. Edisi
pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182
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f. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi
sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan
perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan
keadilan, dan pengikat persatuan ummat dan bangsa sebagai pengikat
bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai
penimbun jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang
lemah.®

C. Kerangka Pikir

Disamping sebagai pedoman arah tujuan penelitian, kerangka pemikiran ini
juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan. Penelitian ini
mengacu pada implementasi PSAK No0.109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu.
Untuk lebih memperjelas alur pemikiran penelitian yang akan dilakukan.

Peneliti menunjukkan kerangka pikir secara sederhana yang dapat

digambarkan sebagai berikut:

Zakat
BAZNAS
PSAK No0.109 > Laporan
Akuntansi zakat Keuangan
dan infak/sedekah

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

15 Agung Parmono, “Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat”. \nstitut Agama Islam
Negeri Jember. (di akses 11 April 2017)
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Kerangka diatas menggambarkan bahwa perzakatan pada BAZNAS harus
dikelolah sesuai dengan PSAK no0.109 dalam laporan keuangannya. Sesuali
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.109, komponen laporan
keuangan yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat adalah Neraca (laporan
posisi keuangan), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan asset kelolaan, Laporan

arus kas, dan Catatan atas laporan




BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif
yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dalam menganalisa
fenomena atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran
orang secaraindividual maupun kelompok. Pendekatan ilmiah, teori yang
berkembang melalui penelitian ilmiah yaitu penelitian yang sistematik dan
terkontrol dan berdasar atas data empiris.

Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi hampir
setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi,
bias, dan perasaan. Cara menyimpulkan hasil dari pendekatan ilmiah dilakukan
secara objektif. Dengan pendekatan ilmiah itu, orang berusaha untuk memperoleh
kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh
siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya.

B. Fokus Penelitian

Dalam memperjelas persepsi agar tidak bermakna ganda maka peneliti akan
memefokuskan penelitian terhadap implementasi PSAK No0.109 pada BAZNAS
Kabupaten Luwu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif.
Peneliti menyimpulkan bahwa, akuntansi zakat merupakan suatu proses
pengakuan (recognition) kepemilikan dan pengukuran (measurement) nilai suatu
kekayaan yang dimiliki oleh muzakki untuk tujuan penetapan, apakah harta

tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala
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persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat. PSAK No0.109 merupakan
standar akuntansi keuangan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, dan infak/sedekah
pada Organisasi Pengelola Zakat.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dan konsep variabel peneliti yang ada

dalam judul penelitian:

1. _Laporan keuangan menurut peneliti diartikan sebagai bukti transaksi
atau kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu, dalam
bentuk penjurnalan atau pembukuan

2. PSAK No0.109 Tentang Akuntansi Zakat, peneliti mengartikannya
sebagai peraturan atau pedoman bagi para amil dalam membuat
laporan keuangan zakat yang akurat dan mudah dipahami.

D. Desain Penelitin

Penelitian dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu dengan
menggunnakan metode penelitian kualitatif. Alasan dipilihnya lembaga
pengelolaan zakat ini karena BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang
dibentuk secara khusus untuk mengelola dana zakat di Daerah Kabupaten Luwu.
Subjek Informan Penelitian, yaitu seseorang yang memiliki informasi (data)
mengenai objek yang sedang diteliti dan dimintai informasi mengenai objek
penelitian tersebut. Dimana peneliti memilih informan berdasarkan atas
kebutuhan saja. Dalam hal penentuan informan, informan dipilih dari pegawai

atau amilin di BAZNAS.
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E. Datadan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian terbagi menjadi 2 bagian,
yakni:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer
diperoleh dengan peneliti secara langsung melakukan observasi atau
penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan dan wawancara secara
langsung kepada sumber penelitian yakni karyawan BAZNAS
Belopa.

2. Data skunder merupakan sumber data kedua yang didapat dari
lembaga yang bersangkutan. Seperti data statistik atau dukomen
laporan keuangan BAZNAS yang diperlukan dalam penelitian. Data
skunder diperoleh dari sumber skunder, yaitu peneliti tidak secara
langsung memperoleh data dari objek penelitian tapi melalui

perantara.

Di antara kedua sumber itu, sumber primer dipandang sebagai
memiliki otoritas sebagal bukti tangan pertama, dan diberi prioritas dalam

pengumpulan data.

F.  Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data baik teori
kepustakaan maupun observasi, wawancara, dan dokumen yang dilakukan
dilapangan untuk mengetahui implementasi PSAK No0.109 tentang akuntansi

zakat dan infak/sedekah dalam laporan keuangan BAZNAS Kab.Luwu.
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Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan suatu data menggunakan tiga metode sebagai berikut:

1.  Observasi (Pengamatan)

Observasi yang penulis lakukan adalah observasi berstruktur, yaitu
penulis melakukan pengamatan melalui aspek-aspek saja yang akan diamati
dimana kaitannya-dengan masalah dan aspek-aspek saja yang akan diamati
pengamatan penulis terlebih dahulu harus merencanakan hal-hal apa saja
yang perlu diamati agar masalah tersebut mudah dipecahkan. Untuk
kelengkapan penelitian, peneliti menggunakan field noes atau buku catatan
ketika penelitian tujuan lapangan ke lapangan.

2.  Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik ‘tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti
ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik
pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri
atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan
pribadi.

3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
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seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.Hal ini dilakukan
dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu
memecahkan masalah-masalah dalam penelitian di BAZNAS Kab.Luwu

yang telah ditetapkan atau dijadikan sebagai subjek penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini. yakni menggunakan
teknik pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan dokumentasi sebagai bahan uji kredibiliras agar penelitian yang
dilakukan mendapatkan kepercayaan sebagai sebuah karya ilmiah. Kemuadian
peneliti juga sejak awal telah melakukan observasi lapangan sebelum melakukan
penelitian agar dapat meningkatkan kepercayaan data.
I.  Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang telah diperoleh dari hasil catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain.

Data yang dikumpulkan lewat referensi atau kepustakaan di analisis dengan
teknik induktif, yakni teknik analisa data yang bertitik tolak pada teori
pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat

umum (generalisasi). Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat
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induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat
dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori'®.

Peneliti berusaha merumuskan pernyataan atau abstraksi teoritis lebih
umum mendasarkan peristiwa, analisis ini dilakukan berdasarkan pengamatan di
lapangan atau pengalaman empiris berdasarkan data yang diperoleh dari
wawancara, observasi dan _dokumentasi. kemudian disusun dan ditarik

kesimpulan.

18 Sugiyono, “memahami penelitian kualitatif.” Bandung: Alfameta. 2014, h. 3



BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data
1. Gambaran umum BAZNAS Kab. Luwu

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri
bertanggung jawab kepada Presiden RI. Baznas dibentuk dengan Keputusan
Presiden (keppres) RI No . 8 tahun 2001 tanggal 17 januari 2001. Baznas
berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat.*’

Pada mulanya lembaga pengelola zakat di Belopa disebut BAZDA
yang dipimpin oleh Prof. Drs. H. M. Iskandar, kemudian pada tahun 2009
diresmikan menjadi BAZNAS Belopa yang dipimpin oleh Drs. H. M. Saleh.
K sampai sekarang.*®
2. Visi dan Misi

Visi :

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan dan

professional”

" Nana Mintarti. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pdf. 2016

18 Drs. H. M.Saleh K ketua BAZNAS Kabupaten Luwu. Wawancara langsung pada tanggal
09 Maret 2020
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Misi :

a.  Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat;

b.  Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional
sesuai dengan ketentuan syari’ah dan prinsip manajemen modern;

c.  Menumbuhkembangkan pengelola Amal Zakat yang amanah,
transparan, professional, dan terintegrasi;

d.  Mewujudkan pusat data zakat nasional;

e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di

Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.™

¥ BAZNAS, “Profil BAZNAS Kabupaten Luwu”. Belopa: BAZNAS Kabupaten Luwu. 2017
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Gambar 4.1 Struktur organisasi BAZNAS Kab. Luwu Periode 2016 — 2021
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Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Luwu
Fungsi : Sebagai pelaksana Pengelola Zakat

Tugas pokok :

Dewan pertimbangan

Fungsi : Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi

kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas dalam pengelolaan zakat

dan oleh badan amil zakat, melalui aspek Syariah, dan aspek manajerial.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Tugas pokok :

Menempatkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
Mengesahkan rencana kerja badan pelaksanaan dan komisi pengawas
Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan
dengan hokum zakat

Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan
pelaksanaan dan komisi pengawas

Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan
pelaksanaan dan komisi pengawas

Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang

pengelolaan zakat

Komisi pengawas

1)

2)

Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan

BAZNAS



3)

4)

1)

b)

2)

b)

d)
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Mengawasi operational kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana
yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
Melakukan pemeriksaan operational dan pemeriksaan syariah

Badan pelaksana

Fungsi : Sebagai pelaksana pengelola zakat

Tugas pokok :

Ketua Umum

Melaksakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam
program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
Memimpin pelaksanaan program - program Badan Amil Zakat.
Sekretaris

Melaksanakan tata administrasi

Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat
serta mempersiapkan bahan laporan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua
Bendahara

Mengelola seluruh asset uang zakat

Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan

Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari
bidang pengumpulan

Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang

pendistribusian



b)

f)
9)
6)
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Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala atas penerimaan
dan penyaluran dana zakat

Seksi pengumpulan

Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya, dan
menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan
tanda bukti penerimaan kepada bendahara

Melakukan usaha panggilan zakat dan lainnya

Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan.menyetorkan hasilnya
ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti.penerimaan
kepada bendahara

Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya
Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya

Seksi pendistribusian

Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik

Mecatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya
masing-masing

Menyiapkan rancangan keputusan yang menerima zakat dan lainnya
Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan
keputusan yang ditetapkan

Mencatat penyaluran dana zkat dan lainnya, dan menyerahkan tanda
bukti penerimaan kepada bendahara

Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lannya
Mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada ketua

Seksi pendayagunaan



d)

f)

9)

h)

b)

d)
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Melakukan pendataan mustahik, harta zakat dan lainnya

Melakukan pendistribusian zakat yang sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan

Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda
bukti penerimaan kepada bendahara

Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan
lainnya untuk usaha produktif

Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif

Menyalurkan dana produktif kepada mustahik

Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan
tanda bukti kepada bendahara

Menyiapakan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk
usaha produktif

Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua

Seksi pengembangan

Menyusun renacana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana
zakat dan lainnya

Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan
keagamaan dalam rangka pengembangan zakat

Menerima dan memberi perimbangan usul dan saran mengenai
pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat

Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua
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4. Program kerja BAZNAS Kabupaten Luwu

a. Pendistribusian intensif guru ngaji tiap triulan

b. Pendistribusian intensif pegawai syara’ tiap triulan

c. Pendistribusian intensif khatib rawatib tiap triulan

d. Sosialisasi zakat, infak dan sedekah

e. Memberi bantuan pada orang kurang mampu, muallaf dan mahasiswa
kurang mampu

B. Pembahasan

Laporan keuangan menjadi salah satu alat atau dasar suatu pengambilan
keputusan dan sebagai media informasi bagi muzakki untuk menjaga
keakuntabilitasan BAZNAS Kabupaten Luwu. Laporan keuangan harus disusun
sesuai dengan standar akuntansi yang diatur dalam Exposure Draft Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah yang telah dibuat oleh lkatan Akuntansi Indonesia (IAl) sejak
tahun 2008 dan pada 06 April 2010 PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah telah disahkan, namun masih banyak lembaga atau organisasi

pengelola zakat yang belum menerapkannya.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Drs. H. M. Saleh K selaku ketua Badan

Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa :

“...masih menggunakan laporan keuangan secara manual. Tapi akhir-akhir
ini kita telah diaudit oleh syariah agar mengganti laporan keuangan yang
masih sebatas manual dan laporan tetap kita serahkan secara rutin ke
pemerintah daerah "*°

**Drs. H. M.Saleh K ketua BAZNAS Kabupaten Luwu. Wawancara langsung pada tanggal
09 Maret 2020
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BAZNAS Kab. Luwu dapat dikatakan patuh (compliance) karena telah
diaudit oleh auditor keuangan syariah atau diawasi langsung oleh Dewan

Pengawas Syari’ah. .

1. Analisis Penerapan Laporan Keuangan BAZNAS Keb. Luwu dengan

PSAK No. 109

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menganalisis laporan
keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu berdasarkan PSAK 109 tentang
akuntansi zakat peneliti menggunakan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian,
dan Pengungkapan sebagai alat ukurnya.
a.  Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Luwu
yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat dan
Infak/sedekah sedangkan dana yang disalurkan diakui sebagai pengurangan
kas. Pengakuan dana oleh BAZNAS Kabupaten Luwu telah sesuai dengan
PSAK No.109, dimana dana diakui ketika muzakki membayar zakat setelah
mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang secara
langsung atau transfer melalui bank yang akan disalurkan sesuai
kesepakatan dari kedua belah pihak. Pengukuran zakat dan infak/sedekah
belum dilakukan karena BAZNAS tidak menerima asset nonkas.

b. Pencatatan

BAZNAS Kabupaten Luwu melakukan pencatatan langsung pada

buku kas zakat dan infak/sedekah yang disertai dengan bukti setoran dana
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zakat dan infak/sedekah. PSAK No0.109 (paragraph 9) menyatakan bahwa

penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

c.  Penyajian

BAZNAS Kabupaten Luwu masih dalam bentuk penyajian laporan
penerimaan dan pendistribusian kas. Komponen laporan keuangan yang
sesuai dengan PSAK No.109 terdiri dari-Laporan Posisi Keuangan, Laporan
Perubahan Dana, Laporan Perubahan Ase Kelolaan, Laporan Arus Kas, Dan
Catatan Atas Laporan Keuangan Dbelum diterapkan oleh BAZNAS

Kabupaten Luwu.

d.  Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan olen BAZNAS Kabupaten Luwu
belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No0.109 karena masyarakat hanya
memberikan dana berupa uang, sedangkan asset belum pernah diterima oleh

BAZNAS.

Adapun deskripsi data dalam pelaporan keuangan dari hasil penelitian

disajikan pada table dibawah ini:



Tabel 4.1 Analisis Penerimaan Zakat
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P?)rsapg\}r(af Isi PSAK Prakﬂzb?lLiﬁviNAS Kesesuaian
Pengakuan penerimaan
Penerimaan zakat diakui pada zakat diakui pada saat amil
10 saat kas atau asset lainnya menerima zakat secara Sesuai
diterima langsung atau transfer dari
Bank
Zakat yang diterima dari Amil mengakui dana zakat
muzakki  diakui  sebagai Perupa kas sejumlah uang
penambah dana zakat sebesar: Yang diterima dan nilai a. Sesuai
11 wajar jika dalam bentuk b.. Tidak
a. Jumlah yang diterima, jika non kas. Tetapi belum Sesuai

dalam bentuk kas.
b. Nilai wajar asset,
dalam bentuk non kas.

jika

pernah ada asset non kas
yang diterima
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Pzrsilbg\]}r(af Isi PSAK Praktik DlLiC\ViNAS Kab. Kesesuaian
Zakat yang disalurkan kepada
mustahik termasuk amil diakui  Amil mengakui  penyaluran
sebagal pengurang dana zakat gana zakat sebagai pengurang .
16 sebesar dana zakat. Namun amil belum g' ??S;i'
a Jumlah yang diserahkan, pernah menerima asset berupa Sesuai
jika dalam bentuk kas non kas
b. Jumlah tercatat, jika dalam
bentuk asset non kas
Efektivitas  dan  efisiensi
pengelolaan zakat bergantung
pada profesionalisme amil.
Dalam konteks ini, amil berhak Amil mengambil bagiannya
mengambil bagian dari zakat dari dana zakat yang digunakan
17 untuk menutup biaya untuk biaya kegiatan Sesuai
operasional dalam rangka operasional amil dengan
melaksanakan fungsinya sesuai persentase 5%
dengan kaidah atau prinsip
syariah dan  tata kelola
organisasi yang baik
Penentuan jumlah persentase
untuk masing-masing mustahik  penentuan jumlah  persentase
ditentukan oleh amil ‘sesuai untuk masing_masing mustahik
18 dengan  prinsip  syariah, disusun berdasarkan RKAT Sesuali
kewajaran, etika dan ketentuan
yang berlaku dalam kebijakan
amil
Bagian dana zakat yang e
20 disalurkan untuk amil diakui Dana zakat untuk amil diakui Sesuai

sebagi penambah dana amil

sebagai dana amil
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Paragraf
PSAK

Isi PSAK

Praktik Di BAZNAS Kab.
Luwu

Kesesuaian

24

Infak/sedekah yang diterima
diterima sebagai penambahan
dana infak/sedekah terikat
atau tidak terikat sesuai
dengan  tujuan _pemberi
infak/sedekah sebesar :

a. Jumlah yang diterima, jika
dalam bentuk kas

b. Nilai wajar,jika
bentuk non kas.

dalam

Amil menerima dan mengakui
dana infak/sedekah terikat atau
tidak terikat sejumlah yang
diterima dalam bentuk Kkas.
Tidak ada penerimaan asset
non kas.

a. Sesuai
b. Tidak
Sesuai

26

Infak/sedekah yang diterima
dapat berupa kas atau asset
non kas. Asset non kas seperti
asset lancar atau asset tidak
lancar.

Amil belum pernah menerima
asset non kas.

Tidak
Sesuai

28

Amil dapat menerima asset
non kas dari muzakki yang
bertujuan  untuk segera
disalurkan. Asset jenis ini
biasanya berupa asset lancar
seperti bahan habis pakai atau
asset tidak lancar yang dapat
digunakan dalam  jangka
waktu panjang.

Amil bulum pernah penerima
asset non kas

Tidak
Sesuai

29

Asset non kas lancar dinilai
sebesar  nilai  perolehan,
sedangkan asset non kas tidak
lancar dinilai sebesar nilai
wajar sesuai dengan PSAK
yang relevan

Asset non kas tidak pernah
diterima amil

Tidak
Sesuai




Tabel 4.3 Lanjutan
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Plirsef}r(af Isi PSAK Prak}t;l;blélLiCViNAS Kesesuaian
Penerimaan nilai asset infak/sedekah
tidak lancar diakui sebagai : Amil belum pernah
30 a. Pengurang dana infak/sedekah, jika mengakui penurur.lar? T'dak_
terjadi tidak disebabkan kelalaian 2@U Penyusutan nilai  Sesuai
amil asset tidak lancar
b. Kerugian dan pengurang dana amil,
jika disebabkan oleh kelalaian amil
Dalam hal amil menerima Amil._belum pernah
infak/sedekah dalam bentuk asset non menerima . asset non Tidak
31 kas tidak lancar yang dikelola oleh kas tidak lancar, jadi Sesuai

amil, maka asset tersebut harus dinilai
sesuai dengan PSAK yang relevan

amil tidak melakukan
pencatatan
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Paragraf . Praktik Di BAZNAS Kab. .
PSAK Isi PSAK Luwl Kesesualan
Penyaluran dana infak/sedekah
diakui sebagai pengurang dana ) ) )
infak/sedekah sebesar : Amil - mengakui dana infak/
33 sedekah berupa kas sejumlah a. Sesuai
a. Jumlah yang diserahkan, uang yang diterima, sedangkan b. Tidak
Jika dalam bentuk kas asset non kas belum ada Sesuai
b. Nilai tercatat asset yang
diserahkan, jika  dalm
bentuk asset non kas
Bagi infak kah . : .
adian | gy Intakisede N Amil mengakui bagian dana Sesuai
yang disalurkan untuk amil . i
34 . : amil sebagal penambah dana
diakui sebagai penambah dana amil
amil
Amil menerima infak/sedekah Amil tidak membuat
dalam bentuk asset non kas Ceon R clevan
35 tlda}k lancar yang dikelola oleh dengan  PSAK karena amil Tldak.
amil, maka asset tersebut harus Sesuai

dinilai sesuai dengan PSAK
yang relevan

belum pernah menerima asset
non kas tidak lancar
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Tabel 4.5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Paragraf . Praktik Di BAZNAS .
PSAK Isi PSAK Kab. Luwl Kesesuaian

Amil menyajikan dana zakat,
dana infak/sedekah dan dana
amil secara terpisah dalam

BAZNAS tidak memiliki
laporan posisi keuangan
(Neraca)

Tidak
Sesuai

38

neraca




Tabel 4.6 Analisis Pengungkapan Zakat
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Paragraf . Praktik Di BAZNAS Kab. i
PSAK Isi PSAK Luwl Kesesualan
. Kebijakan penyaluran zakat
seperti penentuan skala
perioritas penyaluran zakat dan
mustahik nonamil
. Kebijakan pembagian antara
dana amil dan-dana non amil
atas penerimaan zakat, seperti
persentase pembagian, alasan,
dan konsistensi kebijakan
. Metode penentuan nilai wajar
yang digunakan untuk a. Kebijakan penyaluran
penerimaan zakat berupa asset  zakat telah ada dalam
non kas penentuan skala perioritas
. Rincian jumlah penyaluran b. Adanya pembagian
dana zakat yang mencakup  persentase dan konsistensi a. Sesuai
jumlah beban pengelolaan dan  kebijakan b. Sesuai
jumlah dana yang diterima c. Asset non kas belum ada c. Tidak
39 langsung oleh penerima zakat d. Amil merincikan jumlah Sesuai
(mustahik) penyaluran dana zakat d. Sesuai
. Penggunaan dana  zakat  kepada masing-masing e. Tidak
menjadi asset kelolaan yang  mustahik Sesuai
diperuntukkan penerima e. Belum ada laporan asset f. Sesuai
(mustahik) harus diungkapkan  kelolaan
jumlah dan persentase f. Amil mengungkapkan

terhadap seluruh penggunaan
dana zakat serta alasannya

. Hubungan pihak-pthak yang

berelasi antar — amil dan

mustahik yaitu :

1. Sifat hubungan

2. Jumlah dan jenis asset yang
disalurkan

3. Persentase dari setiap asset
yang disalurkan tersebut
dari total penyaluran selama

periode pelaporan

hubungan istimewa antara

amil dan mustahik




Tabel 4.7 Analisis Pengungkapan Infak/Sedekah
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P‘;rsf}iaf Isi PSAK Praktik Di BAZNAS Kab. Luwu  Kesesuaian
. Kebijakan penyaluran
infak/sedekah, seperti
penentuan skala
perioritas  penyaluran
mzig;?ﬂe:(?:am” dag . Kebijakan penyaluran infak/
Kebijakan _pembagian sedekah  telah z_ida_l dalam
.antara daha amil dan penentuan skalap_erlorltas
dana non amil atas . Adanya _pemb_aglar_1_ persentase _
penerimaan dan konsistensi kebijakan a. Sesua!
infak/sedekah, seperti . Asset non kas belum ada b. Sesuai
persentase pémbagian . Amil mengungkapka_m _dana C. Tldak_
alasan. dan konsistensi yang dikelola darl infak/ Sesua!
39 kebijal1<an sede_kah yang belum disalurkan d. Sesua!
Metode penentuan nilai & Amil telah mengelola e. Se_sual
.wajar yang digunakan pernyataan pada huruf (d) f. T|dak_
untuk penerimaan Belum ada laporan  asset Sesuai
infak/sedekah  berupa kelqlaan . : g T'dak.
asset non kas . Amil merl_n(:|kan d_ana mfak/ Sesua!
sedekah terikat dan tidak terikat h. Sesuai

. Keberadaan dana infak/

sedekah yang dikelola
terlebih dahulu harus
diungkapkan  jumlah
dan - persentase = dari
seluruh penerimaan
infak/sedekah  selama
periode pelaporan serta
alasannya.

secara terpisah

. Amil mengungkapkan hubungan

istimewa antara amil dan

mustahik
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Paragraf
PSAK

Isi PSAK

Praktik Di BAZNAS
Kab. Luwu

Kesesuaian

39

. Hasil yang diperolen  dari

pengelolaan  pada huruf  (d)
diungkapkan secara terpisah

. Penggunaan dana infak/sedekah

menjadi  asset  kelolaan  yang
diperuntukkan penerima
(mustahik) ~harus diungkapkan
jumlah dan persentase terhadap
seluruh penggunaan dana
infak/sedekah serta alasannya

. Rincian dana infak/sedekah

berdasarkan peruntukannya, terikat
dan tidak terikat

. Hubungan  pihak-pihak  yang

berelasi antar amil dan mustahik
yaitu :

1. Sifat hubungan
2. Jumlah dan jenis asset yang

disalurkan

3. Persentase dari setiap asset yang

disalurkan tersebut dari total
penyaluran  selama  periode
pelaporan.
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Tabel diatas menunjukkan perbandingan antara laporan keuangan BAZNAS
dengan PSAK No. 109 dalam pengakuan awal (penerimaan dan penyaluran),
penyajian, dan pengungkapan ZIS. Pada kolom “Isi PSAK” berisi tentang
ketentuan atau aturan dari pedoman penulisan PSAK No0.109. Sedangkan pada
kolom “Praktik di BAZNAS Kab. Luwu” berisi pernyataan dari ketua BAZNAS
Kab. Luwu yakni Bapak Drs. H.M.Saleh K. dan pada kolom “Keterangan”

menunjukkan hasil perbandingan kedua pernyataan sebelumnya.

Berdasarkan PSAK No.109 saat dana zakat dan infak/sedekah yang diterima
dihitung sebagai penambahan kas dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah
akan mengurangi kas (Double Entry). Double Entry yakni transaksi yang dicatat
dua kali pada debit dan kredit, system ini dapat memudahkan auditor dalam

penyusunan laoporan keuangan yang lebih akurat dan berkesinambungan.

Menurut Ibu Dra. Hj.Hafisah Saleng berdasarkan wawancara yang
dilakukan peneliti, laporan keuangan BAZNAS Kab. Luwu telah sesuai dengan
aturan yang berlaku namun tidak dapat diteliti karena termasuk dokumen rahasia.
Dan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H.M.Saleh K, menyatakan bahwa
laporan keuangan mereka lengkap ‘dan dapat diteliti. Namun dokumen yang
diberikan kepada peneliti hanya berupa buku catatan pemasukan dan penarikan

dana.
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Pegawai BAZNAS Kab. Luwu bagian pelayanan menyatakan :

”... disini memang belum membuat laporan keuangan seperti laporan posisi
keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ada hanya buku untuk
pencacatatan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS »**

Pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu masih dalam
bentuk Single Entry (pencatatan tunggal) yakni setiap transaksi zakat hanya
dicatat (dijurnal) sekali. Metode Single Entry merupakan daftar transaksi zakat
dan infak/sedekah yang mempengaruhi akun kas, dimana penerimaan dana zakat
dicacat sebagai kas masuk sedangkan penyaluran dana zakat dicatat sebagai kas
keluar. Pencatatan ini lebih sederhana dan mudah untuk dipahami, namun
BAZNAS tidak dapat menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK

No0.109 karena sulit untuk menemukan kesalahan pencatatan yang terjadi.

Proses akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu tergolong sangat
sederhana karena masih dalam bentuk buku kas penerimaan yang mencakup
semua pemasukan dana ZIS dan buku kas pengeluaran yang mencakup semua
penyaluran dana ZIS serta biaya oprasional lainnya. System pencatatan yang
diterapkan ini membuat laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu belum
sesuai dengan PSAK No. 109. BAZNAS Kab. Luwu belum menerapkan
pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Selain itu, BAZNAS Kab. Luwu juga
tidak membuat laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan
perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dana

ZIS.

2! Karyawan BAZNAS Kabupaten Luwu, Wawancara pada tanggal 09 Maret 2020



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan terhadap laporan
keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu, maka kesimpulan yang dapat diambil

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis PSAK No. 109 tentang Laporan Keuangan pada BAZNAS
Kebupaten Luwu yakni perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah
dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan pada
BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat dan
infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK No.109.

b. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu
tidak fleksibel, transparan, dan informative. Hal ini disebabkan karena
perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam penyajiannya belum
sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntasi zakat.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan
kinerja BAZNAS Kabupaten Luwu dalam menyajikan laporan keuangan yang
sesuai dengan PSAK No0.109 agar mencapai keefisienan dalam penyajian laporan
keuangan dan menambah tingkat kepercayaan masyarakat sebagai lembaga

pengumpulan dan pengeloaan zakat.
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Hendra Safri S.E., MM

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi an. Sulfiuni

Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo
Assalamuc alaikum We, Wb

Seteluh meldhukin bimbingan. Baik duni segi isi, babasa maupun leknik
tulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Salhani

Nim : 14,16.15 0076

Program Studi : Perbankan Syaniah

Fakullas - Ekonomi dun Bisnis Islum

Judul skripsi * Implementasi PSAK No.109 pada BAZNAS
Kabupaten Luwu

Menyatakun bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan
layak diajukan unwik ujian mmagasyah.
Demikiunlah disanmpaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalga ‘alaikum Wr. Wh.

ra Safri S.E., MMM
angsal



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Seteluh menelaah dengan seksami sknipsi yuny berjudul: “Implementasi PSAK
no.109 pada BA7ZNAS Kabupaten Luwu™

Yang ditulis olch:
Nama : Salfiani
NIM : 14.16.15 0076
[Falkutas : Perbankan Syariah
Progrum Studi : EKonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan

layuk untuk diajukun dan diujikan pada ujpjan nnmnaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjumya.
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NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp.
Hal : Sknipsi an. Salfiani

Yth. Dekan Fukultas EKonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu ‘alaikam Wr. Wb

Sciclah menclaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penclitian
terdahulu, baik dari seg 11, buhasa maupun (eknik penulisan terhadap nashuh skripsi

mauhasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Salfiani

Nim : 14.16:15 0076

Program Studi : Perbankan Syaunush

Fukultay : Ekonomi din Bisnis Islam

Judul skripsi : Implementusi PSAK No. 109 pada BAZNAS
Eabupaten Luwu

Muka naskuh skripsi tersebut dinyatakan sudiah memenuhi syarat-syarat akademik dan

layak diujikan pada vjian munaqasyah.
Demikianlah disampaikan untuk proses selunjutnya.

Wassalanu ‘alaikum Wr.Wh.

I. llham, S.Ag.. M.A (

Penpuji I langeal :

2. Nurdin Batjo, S.Pt.. M.M.p
Penguji 11 langpa

3. Hendra Safri S.E., M.M (
Pembimbing I'Penguji tanggal

Agustus 2020
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bustus 2020
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Agustus 2020
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PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu”,

yang ditulis oleh Salfiani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.15 0076,

mahasiswa program studi Perbankan Syvariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institur Agama Islam Negeri Palopo. yang telah diujikun dalam seminar hasil

penclitian pada hari Jumat, 11 Juni 2021, bertiepatan dengan 30 Svawal 144211 .

‘T'elah diperbaiki sesuai catatun dan permintaan ‘Tim Penguji dan dinyatakan layak

untuk diajukan pada siding vjian munagasyah.

)

w

TIM PENGUII

Dr. Hj. Rumlah M, M.M.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Muh. Ruslun Abdulluh, S.EL, MA.
Sckernaris Sidang/ Penguji

llham, S.Ag., M.A,

Penguji 1

Nurdin Butjo. S.P1.. M.M.p

Penguji 11

Hendra Sufmi S.E., M.M.

Pembimbing |

(

tanggal;

langgal:
( )

tanggal
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TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKOI_‘IOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal  : Skripsi an. Salfiani

Yth.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu ‘alaikum wr.avb.
Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Salfiani

NIM : 14-16-15.0076

Program Studi : PerbankanSyariah

Judul Skripsi :Implementasi PSAK No.109 pada BAZNAS
Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman
Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel llmiah yang berlaku pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya,
Wassalamu ‘alaikunnvrowb.

Tim Verifikasi

1. Hamida, SE.Sy.,ME.Sy ( )
Tanggal  : 12 Agustus 2021

2. Megasari, S.Pd., M.Sc ( )
tanggal 43 Aqustus 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat . Jin. Opu Daeng Risaju Na. 1, Belopa Talpon : (0471) 3314115

Kepada
Nomor : S6/PENELITIAN/05.15/DPMPTSP/II/2020 Yth. Ka. Baznas
Lamp : - di-
Sifat : Blasa Tempal

Perhal : [zin Penalitian

Berdasarkan  Sural  Dekan Institut  Agama  Islam  Negerl  (lAIN)  Palopo
058/In.19/F .EBI/PP.00.9/02/2020 langgal 24 Februari 2020 tenlang permchonan Izin Penelltian.
Dengan inl disampalkan kepada saudara (I) bahwa yang tersebut dl bawah Inl

Nama * Salfiani

TempaUTgl Lahir : Kadong-kadong /23 Februari 1996
Nim : 14.16.15.0076

Jurusan : Perbankan Syariah

Alamat : JI Bakau

Desa Balandal
Kecamalan Kec. Bara

Bermaksud akan mengadakan panslitian di daerah/instansl Saudara (1) dalam rangkae penyusunan
“Skripsi® dengan judul :

IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 PADA BAZNAS KABUPATEN LUWU
Yang akan dilaksanakan di BAZNAS, pada langgal 25 Februarl 2020 s/d 25 Maret 2020

Sehubungan hal tersebut di alas pada prinsipnya kami dapal menyelujui kegialan dimaksud dengan

ketentuan sbb

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan keglatan, kepada yang bersangkulan harus melaporkan
kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.

2. Penelitlan lidak menyimpang dari Izin yang diberiken.

3, Mentaat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasll penelitian kepada Bupali Luwu Up. Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kab. Luwu.

5. Sural Izin akan dicabu! dan dinyatakan tidak berlaku epabila lernyala pemegang sural Izin lidak
mentaall ketenluan-ketentuan lersebut di alas.

e Diterbitkan i Kabupalen Luws
1202019315000023

ada tanggal : 25 Februarl 2020

Tembuson *

1. Bupat Luwu (sebagel Laporan) di Belopa;

2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu dl Belopa;
3. Dekan Insutut Agama Istom Negeri (LAIN) Polopo;

4 Mahasiswa () Satflani,

5. Arsip.



HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Menyatakan bahwa tclah dilaksanakan wawancara yang sesuai dengan
penelitian tentang “Implementasi PSAK No.109 Pada BAZNAS Kab. Luwu™ :

Narasumber - '&/‘ H M g]ﬂLE# K.,
Jabatan/Bagian . KoYuk . W, [awc(

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan phak narasumber yang
berkaitan dengan penelinan yang dilakukan di BAZNAS, kemudian narasumber
memberikan jawaban terkail pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara

Belopa:9- 3~ BT




BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

)
ggt ( BAZNAS)
S KABUPATEN LUWU
Alamat : Masjid Agung Kab Luwu Kompleks Perkantoran (Pemda) Kab. Luwn Belopa 91994
Nomor  : 005/ BAZNAS-LW/ Il /2020 Belopa, 09 Maret 2020
Lamp D -
Hal : Surat Keterangan Peneliatian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. M Saleh K

Jabatan : Ketua BAZNAS Luwu
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama - Salfiani

Tempat Tgl Lahir : Kadong-Kadong, 23 Februari 1996

NIM : 14,16.15.0076

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakatl Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Luwu dalam rangka penulisan skripsi dengan judul * Implementasi PSAK
No.109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaiamana mestinya.

Ketua BAZNAS
ATNAG Kabupalen Luwu
a'l .
| <
\ b ]

-\‘ “« - 3 '/ i
N’ Drs. H. M. Saleh K
bcall”






RIWAYAT HIDUP

Salfiani, lahir di Kadong-Kadong pada tanggal 23 Februari 1996.
G Penulis merupakan anak pertama dati empat bersaudara dari
pasangan seorang ayah bernama Sahabat dan ibu Muliani. Saat ini,
penulis bertempat tinggal di JI. Bakau kel. Balandai Kec. Bara

Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun

2008 di SDN 598 Kadong-Kadong. Kemudian di tahun yang sama menempuh
pendidikan di-SMPN 4 Bajo hingga tahun 2011. kemudian melanjutkan
pendidikan di SMKN 2 Belopa jurusan administrasi perkantoran. Setelah lulus di
tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di prodi perbankan syariah fakultas
ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: salfiani_mhs@iainpalopo.ac.id




